BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui
Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Optional Protocol on the Sale of Children,
Child Prostitution and Child Pornography melalui UU No. 10 Tahun 2012,
namun implementasinya menghadapi gap fundamental karena sistem dualisme
yang menetapkan perjanjian internasional tidak bersifat self-executing. Jaminan
perlindungan anak korban pornografi dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dan hak
restitusi dalam Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tidak ditegakkan
efektif akibat inkonsistensi pengaturan, ketiadaan standar baku restitusi, dan
minimnya pemahaman aparat penegak hukum.

2. Harmonisasi standar OPSC mulai menemui titik baru karena UU No. 24 Tahun
2000 telah di judicial review, Pasal 10 tidak lagi hanya mengantur tentang ke 6
hal yang disebutkan, tetapi lebih jauh dan lebih dalam pemahaman dan
penggunaannya. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tantangan dalam
menjalankan kewajiban negara dalam penegakan hukum, pencegahan, dan

perlindungan korban belum diimplementasikan dengan optimal.
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B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebelumnya maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah dan DPR RI harus segera melakukan re-ratifikasi Convention on
the Rights of the Child dari Keppres No. 36 Tahun 1990 menjadi Undang-
Undang agar memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat. Pembentuk
undang-undang perlu mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Anak
yang mengintegrasikan kewajiban CRC dan OPSC secara eksplisit,
khususnya standar baku restitusi dan penguatan hak prosedural anak korban,
serta Mahkamah Agung harus menerbitkan Perma pedoman restoratif yang
memuat standar minimal restitusi dan prosedur pemulihan komprehensif
untuk memastikan konsistensi putusan pengadilan.

LPSK perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penghitungan
kerugian anak korban pornografi, meningkatkan sosialisasi hak-hak
prosedural dan mekanisme restitusi PP No. 43 Tahun 2017 kepada aparat
penegak hukum, serta memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan putusan.
Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji best practices transformasi CRC
dan OPSC di negara lain serta efektivitas mekanisme horizontal

accountability ~ dalam  sinergi  antar-lembaga  perlindungan anak.
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3. Kampanye nasional untuk mengubah stigma dan budaya membungkam sangat
diperlukan, hal ini didukung dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai
mitra dalam pemantauan implementasi kebijakan dan advokasi perlindungan

anak, sehingga korban dan keluarga berani melapor.
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